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KECAMATAN MRANGGEN
TAHUN 2018
BAB I

PENDAHULUAN
A. LANDASAN HUKUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )
Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Otonomi Daerah adalah kapasitas daerah dalam  menyelenggarakan sistem pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta akuntabel. Dengan demikian upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, telah membawa perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak, sehingga diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan daerah, peningkatan efektifitas sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin meningkat. Di samping itu hal lain yang mendorong langkah percepatan kapasitas Pemerintahan Daerah adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan pelayanan publik yang akuntabel dan pemberdayaan masyarakat. Guna menjawab tuntutan tersebut Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kapasitasnya. Percepatan kapasitas Pemerintah Daerah, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda utama dalam keberhasilan otonomi saat ini dan dimasa mendatang.

1. Letak Geografis

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak secara geografis berada di Propinsi Jawa Tengah bagian Utara yang memiliki batas-batas wilayah dengan :

· Sebelah Utara
:
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

· Sebelah Timur
:
Kecamatan Karangawen  Kabupaten Demak;

· Sebelah Selatan
:
Kabupaten Semarang; dan

· Sebelah Barat
:
Kota Semarang.

Dilihat dari letak tersebut, Kecamatan Mranggen merupakan wilayah yang potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Kabupaten Demak, dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur  tengah lintas Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 29 km dan dari selatan ke utara sepanjang 5 km. jarak ke ibu kota Demak 29 km dan jarak dengan kecamatan terdekat yakni Kecamatan Karangawen 7 km dan Sayung 14 km.
1.1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tercatat seluas 7.222 ha. Termasuk daerah agraris, yang terdiri atas lahan sawah mencapai 1.301,20 ha, dan selebihnya 5.920,80 ha adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 985,55 ha, setengah tehnis 238,85 ha, teknis 35,60 ha. Sedang untuk lahan kering 3.186.96 ha digunakan untuk tegal/kebun, 2.200.92 ha digunakan unuk halaman dan bangunan, Hutan Negara  100 ha selebihnya digunakan untuk lainnya (jalan, sungai, dll).

Secara administratif, wilayah Kecamatan Mranggen terbagi dalam 19 Desa, 64 Dusun, 153 RW dan 1.042 RT. 

Tabel 1.1

Luas Wilayah Desa 

	NO
	DESA
	LUAS (km2)
	PROSENTASE (%)

	1
	Banyumeneng
	6.96
	9.64

	2
	Sumberejo
	8.89
	12.31

	3
	Kebonbatur
	4.77
	6.60

	4
	Batursari
	6.57
	9.10

	5
	Kangkung
	5.15
	7.13

	6
	Kalitengah
	3.39
	4.69

	7
	Kembangarum
	3.80
	5.26

	8
	Mranggen
	2.60
	3.60

	9
	Bandungrejo
	2.05
	2.84

	10
	Brumbung
	1.68
	2.33

	11
	Ngemplak
	2.05
	2.84

	12
	Karangsono
	2.13
	2.95

	13
	Tamansari
	2.53
	3.50

	14
	Menur
	3.37
	4.67

	15
	Jamus
	2.80
	3.88

	16
	Wringinjajar
	3.29
	4.56

	17
	Waru
	2.40
	3.32

	18
	Tegalarum
	4.21
	5.83

	19
	Candisari
	3.58
	4.96

	
	JUMLAH
	72.22
	100.00


Sumber : Kecamatan Mranggen Dalam Angka, BPS 

C.  SUSUNAN KEPEGAWAIAN 

a.   Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak., Susunan Organisasi Kecamatan Mranggen terdiri dari :
1. Kepala Kecamatan yang disebut Camat. 

2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan: 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Seksi Tata Pemerintahan. 

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum. 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

Bagan Struktur Organisasi

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak







Aparatur dilingkungan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sampai dengan akhir Desember 2018, terdiri dari :
Tabel 1.2

Data PNS Menurut Pendidikan
	No.
	Pendidikan
	Jumlah Pegawai

	1.
	S 2
	2

	2.
	S 1
	7

	3.
	Sarjana Muda
	2

	4.
	SLTA
	9

	5.

6.
	SLTP
SD
	1


	
	JUMLAH
	22


Tebel 1.3

Data PNS Menurut Pangkat dan Golongan
	No.
	Golongan
	Jumlah Pegawai

	1.
	IV
	2

	2.
	III
	10

	3.
	II
	9

	4.
	I
	1

	
	JUMLAH
	22


Tabel 1.4

Data PNS Menurut Jabatan Struktural
	No.
	Eselon
	Jumlah Pejabat

	1.
	III/a
	1

	2.
	III/b
	1

	3.
	IV/a
	4

	4.
	IV/b
	1

	5.
	Fungsional Umum
	5

	6.
	Sekretaris Desa
	9

	
	JUMLAH
	21


BAB II

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
A. VISI DAN MISI

1. Visi.

      Visi Kabupaten Demak adalah :

“Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis “

Penjelasan Arti  :

Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain : menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat  tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Selain memiliki masyarakat yang sejahtera, diharapkan masyarakat Kabupaten Demak juga maju, dalam arti kualitas sumber daya manusia yang meningkat dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangan jaman. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain : meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, yang diwujudkan dalam bentuk berbagai prestasi di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Mandiri berarti masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian daerah adalah kondisi dimana masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah secara optimal sehingga mampu mencukupi sebagian besar kebutuhannya, dan tingkat ketergantungan kepada pihak lain semakin berkurang. Diharapkan Kabupaten Demak selama lima tahun ke depan semakin berkurang ketergantungannya dari pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk kemandirian di bidang keuangan dan di bidang lainnya. Beberapa indikator kemandirian daerah antara lain : meningkatnya pendapatan asli daerah, meningkatnya ketahanan pangan ( produksi lebih besar dari konsumsinya ).

Kabupaten Demak diharapkan kompetitif dalam arti meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam berbagai aspek, sehingga berdampak positif pada daya saing, yang antara lain tercermin dari meningkatnya kualitas  pelayanan publik, meningkatnya investasi dan kepercayaan dunia usaha serta stakeholder lainnya.

Suasana yang kondusif yaitu terjaminnya situasi dan kondisi yang memungkinkan semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik, tercermin dari tidak adanya konflik, baik didalam pemerintahan maupun masyarakat. Dengan adanya suasana yang kondusif diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergi antar seluruh unsur sehingga dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dalam visi yang telah ditetapkan

Kehidupan yang agamis mengandung arti bahwa kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin meningkat, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Demak selalu mengedepankan norma-norma agama.

Suasana yang demokratis adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang didalamnya praktik-praktik demokrasi berjalan dengan baik, yang ditandai antara lain dengan hubungan yang dilandasi kesetaraan, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, etika dan moral yang baik, sehingga masing-masing pihak dapat memainkan peranan yang sesuai dengan kapasitasnya. Hal-hal yang perlu dikembangkan antara lain adalah melalui perbaikan peranan dan kualitas lembaga legislatif, lembaga/partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat serta media komunikasi dan informasi.

2.
Misi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi sebagai berikut :

2.1 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel 

Dalam mcncapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Good and Clean Governance, maka penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan sehingga terjadinya penurunan jumlah kasus baik di lingkungan internal pemerintah maupun di masyarakat serta meningkatnya suasanan kehidupan masyarakat yang kondusif agar tercapai kehidupan yang tentram dan aman di masyarakat. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pelatihan kepada aparatur daerah secara berkesinambungan dan terarah, pelaksanakan pengawasan secara efektif,  peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaranpemerintah yang efektif dan akuntabel, dan pemberian rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
2.2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas  dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang memadai untuk seluruh masyarakat yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. 

Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan cara pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis yang dibutuhkan, dokter dan tenaga medis yang cukup serta upaya untuk meningkatkan usaha kesehatan yang berbasis masyarakat. 

Upaya mewujudkan pelayanan sosial yang dimaksud adalah pelayanan terhadap penyandang masalah sosial dengan cara pemberdayaan fakir miskin, pembinaan penyandang cacat, panti asuhan, panti jompo dan penyandang masalah sosial lainnya. 

Diharapkan dengan semakin meningkatnya mutu pendidikan masyarakat  dan derajat kesehatan masyarakat serta pembinaan terhadap penyandang masalah sosial akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.3 Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan suatu sistem ketahanan pangan yang mampu mempertahankan kuantitas (jumlah pasokan/ketersediaannya) dan kualitas (gizinya) pada tingkat yang aman dan memadai.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) seperti sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri dan perdagangan serta sektor pariwisata mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Demak, sehingga diharapkan pengembangan pada sektor tersebut akan dapat mendorong sektor lain untuk meningkat, sehingga dapat mewujudkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan; meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian/perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, pedagang kaki lima, pariwisata; meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen ; serta mengembangkan keanekaragaman produk pangan; 

Dengan kebijakan ini diharapkan meningkatkan produksi pangan baik pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan meningkatkan perekonomian kerakyatan yang terdiri dari koperasi dan usaha kecil kecil dan menengah serta sektor pariwisata.

2.4 Mendorong investasi dan perluasan lapangan kerja.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dan berkesinambungan yang didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang berkualitas yang utamanya digerakkan oleh sektor riil. Agar hal tesebut dapat diwujudkan, maka investasi baik dalam negeri maupun luar negeri harus meningkat. Untuk mendorong investasi yang lebih tinggi maka diarahkan untuk penghapusan ekonomi biaya tinggi, antara lain dengan menyederhanakan dan mempercepat prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah itu diharapkan terjadi peningkatan investasi di Kabupaten Demak yang dapat menggerakkan roda perekonomian.Dengan meningkatnya roda perekonomian diharapkan menciptakan sumber-sumber lapangan kerja baru sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.  Disamping itu untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yag kondusif dilakukan dengan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan asas keadilan dan kondusif bagi peningkatan produktivitas. Kondisi SDM tenaga kerja juga harus diperhatikan agar tersedia tenaga kerja siap pakai dan kompeten dengan pelatihan-pelatihan di segala bidang meliputi pelatihan otomotif, bengkel las, kelistrikan, menjahit, dsb.
2.5 Meningkatkan kerukunan dan kualitas kehidupan beragama.

Kehidupan beragama secara Undang-Undang Otonomi Daerah adalah merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi bukan berarti daerah tidak mempunyai peran dalam kehidupan beragama. Daerah juga dituntut untuk berperan dalam rangka mendukung kehidupan beragama. Peningkatan kualitas kehidupan antar umat beragama merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung program pemmbangunan di Kabupaten Demak. Peningkatan kualitas kehidupan beragama bisa berarti peningkatan keimanan umat beragama atau peningkatan tolerasi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang berakibat terhambatnya pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kualitas kehidupan beragama adalah dengan melakukan pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan, sehingga tercipta kehidupan kebangsaan dan keagamaan yang semakin baik. 

2.6 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pertumbuhan penduduk
Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan ditujukan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan gender yang terjadi pada berbagai bidang seperti pendidikan yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, bidang kesehatan ditandai dengan tingginya angka kematian ibu hamil serta bidang ketenagakerjaan dengan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Pembangunan bidang perlindungan anak dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan peningkatan kualitas tumbuh kembang anak yang masih rendah, perlindungan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi serta pemenuhan hak-hak anak. Laju pertambahan penduduk akan menjadi sia-sia tanpa diimbangi dengan pengendalian jumlah penduduk. Kalau hal itu terjadi, maka kehidupan generasi mendatang akan lebih buruk dibandingkan generasi sekarang. Untuk itu perlu ada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan peningkatan akses dan peran serta perempuan dalam pembangunan serta fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak.Untuk mengatasi masalah pengedalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan peningkatan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB.

2.7 Mengembangkan potensi pemuda, olahraga dan seni budaya

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis karena peran generasi muda sebagai kader penerus perjuangan para pemimpin bangsa di dalam membangun dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.Berbagai prestasi yang cukup membanggakan dan mengharumkan negara, antara lain melalui prestasi di bidang keolahragaan, seni-budaya, serta karya ilmiah baik di tingkat regional, nasional dan bahkan internasional, namun demikian prestasi tersebut tercoreng oleh perilaku sebagian pemuda di antaranya kenakalan remaja, tawuran antar pelajar dan pemakaian obat-obat terlarang. Di samping generasi pemuda, masalah olah raga juga perlu mendapat perhatian karena merosotnya prestasi olah raga pada bidang-bidang yang selama ini mengharumkan bangsa dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olah raga sebagai pola hidup sehat. 

Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran dengan nilai-nilai moral, sopan santun, ramah dan berbudi pekerti yang luhur, saat ini menghadapi ancaman yang sangat berat yaitu dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, krisis jatidiri dan kepribadian pada sebagian masyarakat. Untuk menangkal ancaman tersebut salah satunya dengan menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa dari sisi nilai rohani kemanusiaan. Upaya mewujudkan misi tersebut dengan Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship, Peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan local.

2.8 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial

Dalam rangka mempercepat pembangunan penyediaan infrastruktur mutlak harus diprioritaskan karena sebagai syarat utama berjalannya roda perekonomian suatu daerah.Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan rakyat, untuk dapat melayani dengan baik pemerintah waijb menyediakan infrastruktur yang memadai.Keberhasilan pemerintah bisa diukur dengan ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Demak untuk 5 tahun ke depan 2012-2016 tetap akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur khususnya jalan.

Kapasitas (jumlah) dan kulaitas infrastruktur yang memadai adalah modal dan daya saing bagi perekonomian rakyat.Mengingat kondisi jalan, jembatan dan infastruktur lainnya belum cukup memadai guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian rakyat. Untuk itu keberhasilan misi ini sangat diharapkan karena akan menunjang keberhasilan pembangunan daerah pada umumnya.

Untuk mewujudkan misi ini ditempuh dengan upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana infrastruktur, Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan, Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana prasarana pos dan telokmunikasi, Peningkatan daya dukung dan pemerataan infrastruktur perdesaan, Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan drainase, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.Pendayagunaan rencana tata ruang serta Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan.

2.9 Mempercepat pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan strategis.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak perlu percepatan dan penyerasian pembangunan perdesaan karena mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Pembangunan Masyarakat Desa dilandaskan pada keyakinan bahwa keinsyafan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari desa, merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat.Oleh karena itu Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai sifat komperhensif yang berarti kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat desa.Pembangunan masyarakat desa juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan desa merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kawasan strategis merupakan kawasan yang mempunyai potensi maupun permasalahan tertentu yang perlu diprioritaskan penanganannya secara sektoral maupun tata ruang, karena memiliki dampak yang penting pada upaya pencapaian tujuan pengembangan wilayah. Tujuan dari pengembangan kawasan strategis di antaranya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan misi ini ditempuh dengan upaya Pemantapan kualitas pembangunan dan pemerintahan desa serta Peningkatan rencana dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

2.10 Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi.

Bagi masyarakat yang pluralis seperti di Negara kita ini, nilai-nilai demokrasi dapat dianggap sejalan dengan kenyataan alamiahnya. Mendorong adanya upaya modernisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik. Karena itu, selagi memberikan alternatif pemecahan terhadap potensi disintegrasi yang selalu terkandung dalam semua masyarakat pluralis, demokrasi perlu di tempatkan pada garda depan wacana pembangunan politik. Pembangunan politik sebenarnya merupakan agenda politik yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan politis yang lebih demokratis pada masa datang. Untuk mewujudkan misi ini ditempuh dengan upaya Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Demokrasi dan Penegakan Hukum.

B. TUJUAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN YANG AKAN DICAPAI RENJA OPD
1. Tujuan
 Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)  hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis maka Kecamatan Mranggen dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan operasional kantor 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan SDM aparatur kecamatan
3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan pelaku pembangunan desa 

4) Meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan di desa 

5) Meningkatkan kesadaran pelaku UKM untuk mendaftarkan ijin usahanya 

6) Meningkatkan sektor-sektor unggulan desa yang tergabung dalam BUMDes 

7) Meningkatkan infrastruktur pedesaan

8) Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum 

9) Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat 

10) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 

2. Strategi 

Guna pencapaian sasaran di atas, strategi yang ditetapkan adalah:

1) Memenuhi kebutuhan peralatan kerja kantor melalui pengadaan peralatan penunjang secara periodik sesuai hasil identifikasi rencana kebutuhan.

2) Menyediakan gedung yang representatif melalui penetapan status lahan, pembangunan gedung baru, rehabilitasi gedung dan penataan serta penambahan ruang kerja.

3) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan 
4) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan di kecamatan
5) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan desa melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.

6) Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam proses pembangunan melalui pembinaan dan koordinasi.

7) Meningkatkan keterampilan pelaku pembangunan desa melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan.
8) Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi perwakilan masyarakat dalam musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
9) Meningkatkan kesadaran pelaku UKM memiliki ijin usaha melalui sosialisasi pentingnya usaha berbadan hukum, fasilitasi perijinanserta perluasan informasi penguatan modal.

10) Pengembangan BUMDes melalui identifikasi potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor usaha produktif desa.

11) Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketertiban umum melalui koordinasi muspika, pembinaan linmas desa, serta deteksi dini  pada pihak-pihak di wilayah potensi konflik.

12) Meningkatkan kesadaran nilai-nilai wawasan kebangsaan dan budaya melalui partisipasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten, pengiriman peserta kirab budaya dan pembinaan generasi muda.
13) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan olah raga
14) Mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi jenis kegiatan dan rumah tangga sasaran.
3. Kebijakan Yang Akan Dicapai Renja OPD
Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut: 

1. Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang diprioritaskan pada sarana pelayanan, peningkatan kualitas jaringan internet dan penambahan peralatan maupun perlengkapan kantordalam rangka memperlancar kinerja pegawai.

2. Penyediaan gedung yang representatif dengan fokus pada rehabilitasi gedung, penataan dan penambahan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

3 Peningkatan SDM aparatur desa difokuskan pada kemampuan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

4. Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dengan sasaran prioritas adalah pengurus BPD dan LKMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.

5. Peningkatan kemampuan unsur pengelola kegiatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan perhatian khusus pada desa-desa yangadministrasi pengelolaan dan kualitas pelaksanaan pembangunannya rendah berdasarkan hasil monev.
6. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berbasiskan kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan  tingkat RT / RW / Dukuh / Dusun
7. Mendorong para pelaku UKM untuk mendaftarkan ijin usahanya sebagai upaya meningkatkan daya saing usahanya.
8. Mewujudkan satu desa satu BUMDes

9. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum yang difokuskan pada wilayah-wilayah berpotensi konflik dimasyarakat.

10. Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda.
11. Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV AIDS.
12. Peningkatan program dukungan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan mendorong partisipasi pemerintah desa untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dukungan pengentasan kemiskinan.
C. PRIORITAS
Prioritas yang diambil Pemerintah Kecamatan Mranggen adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan administrasi perkantoran

2. Optimalisasi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana

3. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik

4. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan

5. Meningkatkan pengawasan kepada aparatur

6. Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan pembangunanp
7. Optimalisasi pembangunan infrastruktur

8. Optimalisasi peran lembaga sosial kemasyarakatan

9. Optimalisasi koordinasi antar unit kerja di kecamatan

10. Optimalisasi peran seniman, budayawan dan pemuda

11. Optimalisasi peran UMKM

12. Optimalisasi SDM Pariwisata

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
OPD Kecamatan Mranggen tidak mengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Demak, sehingga OPD kami tidak memiliki Pengelolaan Pendapatan Daerah 

B. PENGELOLAAN BELANJA DEARAH
1. Anggaran Belanja, Realisasi Anggaran Tahun 2018
a. Anggaran
:
Rp. 637.500,-
b. Realisasi

: 
Rp. 628.876.494,- (99%)
c. Ringkasan Kegiatan:

Kecamatan Mranggen merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib, yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.Pada tahun 2017, Kecamatan Mranggen melaksanakan 2 program non urusan (a. Program pelayanan administrasi perkantoran, b. Program peningkatan sarana/prasarana aparatur) dan 2 program pada urusan wajib (a. Program penguatan pemerintahan desa dan kecamatan, b. Program penguatan pelayanan publik).Dari 24 program tersebut, diturunkan menjadi 57 kegiatan. 
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mranggen selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :
	No.
	NAMA PROGRAM / KEGIATAN

	
	

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	 
	1
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

	 
	2
	Belanja Telepon, Air, Listrik

	 
	3
	Belanja Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

	 
	4
	Penyediaan jasa administrasi keuangan

	 
	5
	Penyediaan alat tulis kantor

	 
	6
	Belanja Cetak , Penggandaan

	 
	7
	Belanja alat-alat listrik dan elektronika

	 
	8
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

	 
	9
	Belanja Surat Kabar / Majalah

	 
	10
	Belanja Makanan Dan Minuman  Rapat / Tamu

	 
	11
	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah

	 
	12
	Honorarium / Upah Bulanan 

	II
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

	 
	1
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

	 
	2
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

	 
	3
	Pengadaan Mebeleur

	 
	4
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

	 
	5
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

	 
	6
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

	 
	7
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

	 
	8
	Pemeliharan  Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

	III
	Program Penigkatan Disiplin Aparatur

	 
	1
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya

	IV
	Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

	 
	1
	Pendidikan dan Pelatihan Formal

	V
	Program Pendidikan Anak Usia Dini 

	 
	1
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

	 
	2
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

	VI
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

	 
	1
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah

	VII
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	 
	1
	Pengendalian Keamanan Lingkungan

	VIII
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

	 
	1
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 

	 
	2
	Fasilitasi Kegiatan APBDes ( DD, ADD, dan PADes )

	IX
	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

	 
	1
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah

	X
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menegah

	 
	1
	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

	XI
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

	 
	1
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes

	XII
	Program Pengembangan Kemitraan

	 
	1
	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

	XIII
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

	 
	1
	Pentes Seni dan Budaya, Festival, Lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsan

	XIV
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

	 
	1
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Biidang Pengelolaan Keuangan Desa

	XV
	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembanganan

	 
	1
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

	XVI
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV / AIDS

	 
	1
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS

	XVII
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

	 
	1
	Penyeleggaraan Musrenbang RKPD

	XVIII
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah 

	 
	1
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'

	XIX
	Program Reformasi Birokrasi

	 
	1
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

	XX
	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan

	 
	1
	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ, STQ

	XXI
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa

	 
	1
	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa


BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dilengkapi dengan Laporan Akuntabilitas Keuangan. Tabel berikut menunjukkan ringkasan realisasi anggaran tahun 2018. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2018 melaksanakan 2 program non urusan (a. Program pelayanan administrasi perkantoran, b. Program peningkatan sarana/prasarana aparatur) dan 2 program pada urusan wajib (a. Program penguatan pemerintahan desa dan kecamatan, b. Program penguatan pelayanan publik). Dari 21 program tersebut, diturunkan menjadi 41 kegiatan sebagai berikut :
	NO
	NAMA PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH ANGGARAN 2018
	REALISASI
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	  187,092,000 
	    181,156,994 
	          97 

	 
	1
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
	       5,000,000 
	          5,000,000 
	        100 

	 
	2
	Belanja Telepon, Air, Listrik
	     30,000,000 
	       24,069,344 
	          80 

	 
	3
	Belanja Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	       5,000,000 
	          4,995,650 
	        100 

	 
	4
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	     12,400,000 
	       12,400,000 
	        100 

	 
	5
	Penyediaan alat tulis kantor
	     15,000,000 
	       15,000,000 
	        100 

	 
	6
	Belanja Cetak , Penggandaan
	       5,500,000 
	          5,500,000 
	        100 

	 
	7
	Belanja alat-alat listrik dan elektronika
	       5,000,000 
	          5,000,000 
	        100 

	 
	8
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	       5,500,000 
	          5,500,000 
	        100 

	 
	9
	Belanja Surat Kabar / Majalah
	       3,500,000 
	          3,500,000 
	        100 

	 
	10
	Belanja Makanan Dan Minuman  Rapat / Tamu
	     18,000,000 
	       18,000,000 
	        100 

	 
	11
	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
	     16,000,000 
	       16,000,000 
	        100 

	 
	12
	Honorarium / Upah Bulanan 
	     66,192,000 
	       66,192,000 
	        100 

	II
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	  171,701,500 
	    171,701,500 
	        100 

	 
	1
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	      7,000,000 
	          7,000,000 
	        100 

	 
	2
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	    44,500,000 
	       44,500,000 
	        100 

	 
	3
	Pengadaan Mebeleur
	    50,000,000 
	       50,000,000 
	        100 

	 
	4
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
	    15,000,000 
	       15,000,000 
	        100 

	 
	5
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
	    10,000,000 
	       10,000,000 
	        100 

	 
	6
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	    26,201,500 
	       26,201,500 
	        100 

	 
	7
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	    10,000,000 
	       10,000,000 
	        100 

	 
	8
	Pemeliharan  Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
	      9,000,000 
	          9,000,000 
	        100 

	III
	Program Penigkatan Disiplin Aparatur
	    12,000,000 
	       12,000,000 
	        100 

	 
	1
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya
	    12,000,000 
	       12,000,000 
	        100 

	IV
	Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	    31,000,000 
	       30,900,000 
	        100 

	 
	1
	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	    31,000,000 
	       30,900,000 
	        100 

	V
	Program Pendidikan Anak Usia Dini 
	    10,000,000 
	       10,000,000 
	        100 

	 
	1
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
	      5,000,000 
	          5,000,000 
	        100 

	 
	2
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
	      5,000,000 
	          5,000,000 
	        100 

	VI
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	 
	1
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	VII
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	    24,000,000 
	       24,000,000 
	        100 

	 
	1
	Pengendalian Keamanan Lingkungan
	    24,000,000 
	       24,000,000 
	        100 

	VIII
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
	    12,000,000 
	       12,000,000 
	        100 

	 
	1
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 
	      4,500,000 
	          4,500,000 
	        100 

	 
	2
	Fasilitasi Kegiatan APBDes ( DD, ADD, dan PADes )
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	IX
	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	 
	1
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	X
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menegah
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	 
	1
	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	XI
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	      7,000,000 
	          7,000,000 
	        100 

	 
	1
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes
	      7,000,000 
	          7,000,000 
	        100 

	XII
	Program Pengembangan Kemitraan
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	 
	1
	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	XIII
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	    50,000,000 
	       50,000,000 
	        100 

	 
	1
	Pentes Seni dan Budaya, Festival, Lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsan
	    50,000,000 
	       50,000,000 
	        100 

	XIV
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	 
	1
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Biidang Pengelolaan Keuangan Desa
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	XV
	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembanganan
	    20,000,000 
	       20,000,000 
	        100 

	 
	1
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
	    20,000,000 
	       20,000,000 
	        100 

	XVI
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV / AIDS
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	 
	1
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
	      7,500,000 
	          7,500,000 
	        100 

	XVII
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	    10,000,000 
	       10,000,000 
	        100 

	 
	1
	Penyeleggaraan Musrenbang RKPD
	    10,000,000 
	       10,000,000 
	        100 

	XVIII
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah 
	    20,000,000 
	       20,000,000 
	        100 

	 
	1
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'
	    20,000,000 
	       20,000,000 
	        100 

	XIX
	Program Reformasi Birokrasi
	    13,000,000 
	       13,000,000 
	        100 

	 
	1
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
	    13,000,000 
	       13,000,000 
	        100 

	XX
	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
	    14,118,000 
	       11,618,000 
	          82 

	 
	1
	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ, STQ
	    14,118,000 
	       11,618,000 
	          82 

	XXI
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa
	    10,500,000 
	       10,500,000 
	        100 

	 
	1
	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
	    10,500,000 
	       10,500,000 
	        100 


B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang mencakup Pembangunan / perbaikan jalan, saluran /talud merupakan program dan kegiatan  yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat . Ditahun 2018 ini, kegiatan peningkatan jalan / jembatan antar desa di Kecamatan Mranggen tidak menganggarkan paket betonisasi jalan antar Desa. Sedangkan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan untuk kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengiriman Duta Wisata di tingkat Kabupaten, monitoring kondisi wilayah oleh Muspika, Pembinaan Remaja berwawasan Kebangsaan, Fórum Komunikasi Ulama dan Umaro (FKUU), Forum yang acaranya dihadiri oleh Bapak Bupati Demak.
Dalam kegiatan FKUU, hasilnya adalah adanya respon sangat positif dari ulama di Kecamatan Mranggen, sehingga mereka berharap dari tahun ke tahun rutin diadakan kegiatan tersebut, dengan format yang lebih baik dan matang, sehingga terjadi komunikasi yang harmonis antara ulama dan umaro. Dengan komunikasi yang baik ini akan menyebabkan kondisi wilayah yang semakin aman dan kondusif, serta mudahnya berbgai informasi dan sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat melalui jalur kyai/ulama. Ditahun 2018 untuk kegiatan FKUU diadakan 1 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan mengundang Ulama dan Umaro’.    

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

                       
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM  PEMERINTAHAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa
Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan merupakan bagian dari tugas umum dan fungsi camat sebagai kepala OPD sekaligus pemangku wilayah, yang didalamnya melekat kewenangan atributif dan kewenangan pendelegasian dari Bupati. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Kecamatan yang paling menonjol di tahun 2018 di Kecamatan Mranggen adalah melaksanakan Pemilihan Perangkat Desa  yang kosong sebanyak 11 Desa yaitu Ngemplak, Waru, Wringinjajar, Jamus, Candisari, Tegalarum, Brumbung, Bandungrejo, Batursari, Kangkung, Kalitengah, waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa tersebut diatas dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2018. 
B. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Tahun 2018
Untuk tahun 2018, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mranggen dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana adalah mengefektifkan koordinasi dengan instansi terkait termasuk di dalamnya antar Satuan Pelaksana Penanggulangna Bencana di tingkat Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak. Pada tahun 2018, di wilayah Kecamatan Mranggen terjadi 8 ( Delapan ) Kejadian bencana, sebagaimana tersebut dibawah ini :
	No
	Desa
	Jenis Kejadian
	Tanggal Kejadian
	Lokasi
	Penanganan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	BANYUMENENG
	Banjir
	15, 20 Januari dan 3 April 
	RT. 05/ RW. 05
	Sudah Diatasi Oleh PMI/DINSOS/BPBD/BAZDA

	2
	SUMBEREJO
	 
	 
	 
	 

	3
	KEBONBATUR
	 
	 
	 
	 

	4
	BATURSARI
	Kebakaran
	2-Apr-18
	Batursari
	Mendapatkan bantuan dari Baznas, PMI, BPBD Kabupaten Demak

	5
	KANGKUNG
	 
	 
	 
	 

	6
	KALITENGAH
	 
	 
	 
	 

	7
	KEMBANGARUM
	 
	 
	 
	 

	8
	MRANGGEN
	Kebakaran
	1 September dan 5 Oktober 2018
	Mranggen
	Mendapatkan bantuan dari Baznas, PMI, BPBD Kabupaten Demak

	9
	BANDUNGREJO
	Kebakaran
	2 Oktober 2018
	Bandungrejo
	Mendapatkan bantuan dari Baznas, PMI, BPBD Kabupaten Demak

	10
	BRUMBUNG
	 
	 
	 
	 

	11
	NGEMPLAK
	 
	 
	 
	 

	12
	KARANGSONO
	 
	 
	 
	 

	13
	TAMANSARI
	Puting Beliung
	9 Nopember 2018
	Tamansari
	Mendapatkan bantuan dari Baznas, PMI, BPBD Kabupaten Demak

	14
	JAMUS
	Kebakaran
	21 Oktober 2018
	Jamus
	Mendapatkan bantuan dari Baznas, PMI, BPBD Kabupaten Demak

	15
	MENUR
	Tanggul Bobol
	26 Desember 2018
	Semen - Menur
	Ditangani BBWS Pamali Juana

	16
	WRINGINJAJAR
	 
	 
	 
	 

	17
	WARU 
	Puting Beliung
	12 Pebruari 2018
	Waru
	Mendapatkan bantuan dari Baznas, PMI, BPBD Kabupaten Demak

	18
	TEGALARUM
	 
	 
	 
	 

	19
	CANDISARI
	 
	 
	 
	 


  BAB VII
P E N U T U P
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai OPD dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan  uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya hampir  mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, dan hasil yang dicapai 94.67% (kategori BAIK) dari target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018.
B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan perhitungan analisis tingkat capaian sasaran seperti tertera pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan rata-rata tingkat capaian sasaran Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk tahun 2018 termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh upaya-upaya yang intens dan koordinasi serta terjadinya sinergi kegiatan yang dilakukan pada tingkatan unit kerja. Akan tetapi terdapat  kegiatan yang target pencapaiannya memang tidak bisa dilaksanakan semua, realisasi anggarannya hanya 94,67%.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mendayagunakan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

1. Terus menerus melakukan pembinaan /memotivasi calon wirausahawan dan agar mampu bekerja keras dan inovatif. 

2. Membangun sinergi seluruh stake holder pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung program pembangunan berbasis masyarakat, disamping memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya pada sektor pertanian dan UMKM.
Keberhasilan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak selaku OPD secara keseluruhan tidak lepas dari faktor pendukungnya yaitu antara lain munculnya kesadaran dari seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang mengalami peningkatan akan pentingnya akuntabilitas kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Antisipasi yang diusahakan oleh Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak berbeda jauh dari tahun kemarin tetapi ada peningkatan kualitas yaitu antara lain berupa peningkatan kemampuan SDM aparatur kecamatan dan desa, disertai dengan peningkatan disiplin kerja, dan peningkatan sarana prasarana kerja. Adapun permasalahan yang masih harus diselesaikan adalah menciptakan satuan dan target indikator kinerja sasaran pada tingkatan outcome dan membangun sistem pengumpulan data kinerja outcome yang berorientasi pada hasil.
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